Menimbang

Mengingat

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR (05 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022,
serta untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepulauan Tanimbar Tahun 2023-2026, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3961);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerihtah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesfa Tahun 2006 Nomor 977, Tamf)ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Républik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);



12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten  Maluku
Tenggara Barat Tahun 2007-2027;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Tahun 2012-2032;

Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 11
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023-2026.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

L,
2.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Tanimbar.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.

Perangkat Daerah adalah perangkat unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenanagan Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan
Tanimbar, yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun
2023 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut yang disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4
(empat) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk
melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kepulauan
Tanimbar Tahun 2023-2026.



(2)

(1)

(2)

(1)

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah
penjabaran dari RPD dalam rangka penyusunan
dokumen perencanaan tahun pertama hingga tahun
keempat periode perencanaan daerah yang memuat
uraian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan
pagu indikatif kegiatan setiap bidang kewenangan
dan/atau urusan pada perangkat daerah untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan.
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
merupakan penjabaran dari strategis, kebijakan,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan
yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat)
tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing dengan mengacu pada RPD Tahun
2023-2026.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ini
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Renja Perangkat Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika

penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VIII : PENUTUP

Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 6

Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan

perubahan apabila:

a. Terjadi perubahan RPD 2023-2026;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
adanya ketidaksesuaian antara asumsi
perencanaan dengan kondisi eksisting;

c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
adanya kesenjangan yang signifikan antara target
dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan;

d. terjadi perubahan yang mendasar.
Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat,
keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan
kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di
Pada Tanggal : (L 2022

BUPATI KEPU AN TANIMBAR,

PARAF KOORDINASI
Seretaris Daerah | E
Asisten Koordinasi | :
Kabag Hukum - ? p
Kepala BAPPEDA i .
Diundangkan di Saumlaki

Pada Tanggal . \2 AbriL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

p—
RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2022
NOMOR 1%



